KOMPETENSI ARBITRASE SEBAGAI PERADILAN ALTERNATIF
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DILUAR

PERADILAN UMUM
SKRIPS]

Dicfuken gura memenuhl selagal persyaratan
wntik memperolel gpelar sarfang hukin

eh
VIKO DARMA
03140052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 5 ey

2008 N S

] o, '
\;-: AT ]
el S !
Kﬂ'ﬂ }. l.'\-‘r-Lr._L'_l-_; 1‘:;_-‘}':5& :I.l'
ST PERRUSTAY

Mo, Heg : 2564/ PR LIS U3/ 2008



KOMPETENSL ARBITRASE SERAGA]I PERADILAN ALTERNATIF DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA DILUAR
PERADILAN UMUM
i Viko Darma, 0314052, Fakultas Hukum Unand, 64 halaman, 2008)

ABSTRAK

Peradilan Umum (bidang keperdataan) yang oleh Undang-Undang mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikan perkara secaca Hefgasi. Mamun di zaman sekarang in
peradilan. umum dianggap kurang memiliki wibawa karena kurangnya kepercayaan
terhadap institusi pengadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika para pelaku bisnis scjak
swal sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila tecjadi
perselisiban, akan diselesaikan melalvi forum Arbitrase. Permasalaban vang hendak
diteliti adalah A, Apakah perbedaan peradilan arbitrase dari peradilan umum; B. Apakah
Kompetensi arbitrase sebagai peradilan alternatif’ diluar peraditan umum; C, Kendala-
Kendala vang muncul dar penyelesaian sengketa melalui arbitrase: D, Bagaimanakah
pelaksanaan  putusan  arbitrase dan  tangpung-jawab  terhadap pibak-pihak  vang
bersengketa. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptf
dengan pendekatan yuridis normatif terhadap bahan-bahan hukum. Hasil pepelitian
menunjukan babwa: A, Faktor vang membedakan adalah, bahwa pengadilan menganut
asas terbuka untuk umum Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan kerahasiaan, lebih
kooperatif vang sesungguhnya dican para pelaku bisnis. Budalam sistem peradilan di
Indonesia, kedudukan arbitrase adalah extra fudicial atau peradilan semu fguasi
judicial), sedangkan peogadilan negen  Ofate court! berperan  schagal  pelaksana
kebuasaan kehakiman (fudicia! poweri Arbitrase mempunyal kewenangan sbsolut
apabila para pihak sepakal menyatakan dalam perjanjian bahwa akan menyelesaikan
sengkta melalul arbitrase apabila terudi senghketn. C kendala vang muncul adalah bahwa
Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan  dalam  hal
penjatuban putusan dan arbitease tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat
preventif. ). Putusan arbitrase bersifal mandin, final dan mengikat namun penyerahan
dan pendafiaran putusan arbitrase harus dilakukan di pengadilan negeri. Guna perbaikan
kedepan, maka perlu dilihat bahwa lambatnya penvelesaian perkara melalui pengadilan
terjadi  karena proses pemerksasm  vang berbelit, formalistik  serta banyaknya
penumpukan perkara yvang terjadi dipengadilan sehingga akan memakan waklu vang
sangat lama, olch karena itu sebaiknya pranata arbitrase perlu lehih disosializasikan lagi
sehagai pranata alternatitf penyelessian sengketa agar tugas peradilan dapat terbantu dan
tdak terjadi penumpukan perkara dipengadilan. Pemberian status mandiri terhadap
arbitrase akan membawa konsekuensi hukum yvang amat luas. Arbitrase vang telah
memiliki karakter berbeda denpan pengadilan nepen serta prosedur penyelessian
sengketa vane lidak terikat dengan berbagai formalitas, akan menjadi lembaga
penyelesaian senpgketa komersial vang lebth diomnati oleh para pencan keadilan dar
kalangan hisnis karena akan lebih mampu memenuhi tuntutan mercka.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad XX (Dua puluh) merupakan abad yang penuh dengan peperangan,
Dimulai dari Perang Dunia 1 (1914-1918), Perang Dunia 2 {1939-1943) hingga
Perang Dingin, Semua peperangan ini hampir melibatkan selurub nepara didunia ini,
vang menimbulkan banyak korban. Peperangan ini merupakan persengketaan
beberapas nepara yang berbeda kepentingan maupun paham. Pada masa itu seliap
negara herlomba membangun kekuatan militer, agar menjadi negara vang kuat dan
terdepan agar dapat memenangkan peperangan. Namun seiring pegalanan waktu
semua peperangan lersebul telah berakhir, walaupun masil ada peperangan i
heberapa negara namun tidak melibatkan banyak negara.

D zaman industri sekarang ini, telah berkembang begitu hanyak penisahaan-
perusahaan  yang  bergemak diberbagai  hidang. Perkembangan  industri i
menimbulkan adanya persaingan-persaingan diantara pelaku usaha, namun demi
kemaivan perusshasn adakalanya para pelaku usaha melakukan kerjasama antar
rerusahaan dalam bentuk Kontrak bisnis. Dalam menghadapl persaingan  bisnis
ataupun untuk kelangsungan hidup usahanya, maka pengusaha melakukan kefasama
dengan perseroan ataupun dengan perusahaan lainnya dalam  berbagai bentuk.
Kerjasama ini bisa berbentuk perjanfian, transaksi bisnis. maupun kontrak bersama.
Suaty transaksi bisnis tidak sclamanya berjalan mulus, terkadang terjadi perselisihan

diantara para pihak berkenaan dengan transaksi atau kerjasama bisnis yang mereka



=kukan. Perselisihan tersebut mungkin menimbuikan Persengketaan vang tentunva
memerlukan penvelesaian hukum. Sebenamyva suatu persengketaan perdata dapat
disclesatkan di peradilan umum. Peradilan yang disediakan oleh nepsra untuk
menyelespikan perkara perdata secara litigasi, Namun di zaman sekarang ind
peradilan wmum dianggap karang memiliki wibawa dalam menyelesaikan svatu
peTkara.

Fenomena itu telah berdampak terthadap peran Pengadilan Negeri sebagai
cembaga tempat menyelesaikan sengketn. Pengadilan negeri dianggap kurang mampu
memenuhl tuntutan percepatan vang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk
Zzlam seal penyelesaian sengketa yang dibadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis
menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

D lain pibak, persealan utama vang dibadapi lembaga peradilan adalah cars
sendsng hakim terhadap hukum vang amat kaku dan normatif-prosedural dalam
melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa vang disebut "keadilan
Sobum”  flegal fustice), tetapi gapal menangkap “keadilan masyarakat" (social
werice ). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum vang berkeadilan dalam
puotusan-putusannya. Akibatnya, kKinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian
Sesar darl putusan-putusan pengadilan  masih menunjukkan lebih kental "baw
tormalisme-prosedural”  Ketimbang  Kedekatan  pada  "rasa keadilan  warga
m=svarakat." Oleh sebab i, sulit dihindan bila semakin han semakin berkembang
m=a tidak percava masyarakat techadap institusi pﬂngﬂdi]un.l

Namun ada kalanva suatu persengketaan perdata tidak diselessikan melalui
ceradilan wmum. karena berbagzl alasan bagi pihak-pihak vang bersengketa tidak

Z=pat dilakukan di peradilan umum. Lambatnyva penyelesaian perkara melalui

pengadilan terjadi karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalistik, Olch

Eman Suparman, Pilian Foewm Arbirase dolom Sengheta Komersiol arivk Penegakon Keadifon:
s, ik gmontine com, D akses pada nggal 22 NOvember 2007 Fan 2130 W
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karena itu. tidak heran jika para pelaku bisnis sejak awal sudah bersiap-siap dan
bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisthan, akan diselesatkan
melalui forum di luar pengadilan negen. bal ind dapal dibenarkan oleh Undang-
Undsng No, 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif’ Penvelesaian Sengketa
oada pasal 6 angks | yang berbunyi:

“Sengkets atau beda pendapat perdata dapal diselesaikin oleh para pihak
melalui alternalif’ penyelesaian senpketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri™

Cara penyelesmian sengketa altermatif atau glternarive dispute resolution ini
Zzmat dilakukan dengan berbagai cara yvaitu:
1. Megasiasi;
Mudiasi;
Konsiliasi; dan
Arhitrase.”

Fakiebd

Istilah alternarive dispute resolution (ADR) sendin telah dibakukan melalui
Undang-Undang Mo, 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penvelesaian
sengheta, dalam Pasal T butir 10 yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Senghketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui  prosedur yang  discpakati para  pihak, yakni

penvelesaian di lvar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi. mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli™.

Perlu disadarai bahwa meskipun secara historis kultural masyarakat Indonesia
samgat menjunjung tinggi pendekatan musyawarah (Consensual Based). dapat
Zizzmbarkan bahwa pengembangan mekanisme penvelesaian sengketa di Indonesia
s=ual dengan pengambilan keputusan tradisional dan penyelesaian sengketa secara

scar Alasan kultural bagi cksistensi dan pengembangan Alternative  Dispure

Ridwan Kheirandi et al., 1999, Penpanier Aefiers Dagavg Indowesia | Pusat Studi Hukum FHLIL
dengan Croma Medi, Jakarta, lal. 275,
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Reselution (ADR)Y & Indonesia tampaknya lehibh kuat daripada alasan ketidak
efisicnan proses peradilan di Indonesia.

i Indonesia proses penyelesaian melalu Alternative Dispute Resalution
(ADR) terschut bukanlah $esovatu vang baru dalam nilai-nilai budaya kita vang
berjiwa kooperanl. Nilai kooperatil” dan kompromi dalam penyvelesaian sengketa di
mang saje di Indonesia. DN masyvarakat Batak yang relatif memialiki nilm fidigrons,
masih mengandalkan forum runggun adat yang intinya penyelesaian sengketa sccara
musyawarah dan kekeluargaan. TH Minangkaban dikenal dengan fembaga hakim
perdamaian yang secara umum perannyd scbagai mediator dan konsiliator, D1 suku
Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan atas suara
mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruban vang hadic sebagai susiu kesatuan.
Mayoritas dan minoritas dapat membatast pendapat mercka schingps saling sejalan.’

Carn  penyelesaian  sengketa atau  Alternative  Dispute  Reselution  1m
memerlukan suatu kesepakatan diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok,
sebelum perjanjian disshkan oleh masing-masing pihak, hahwa apabila kelak sebelum
perianjian berakhir terjadi sengketa, maka para pthak sepakat akan menyelesakan
perkara tersebut melalui Alfernative Dispute Resolution ini.

Dalam perjanjisn ini biasanva memuat klausula penvelesaian persengketaan
diantara para pihak apabila hal tersebut terjadi dikemudian hari sebelum perjanjian
berakhir. Salah satu cara untuk penyelesaian persengketaan terscbut yaitu dengan cara
memakai jasa arbitrase, Agar suatu sengketa perdata di bidang ekonomi dapat
diselesaikan melalui arbitrase bharuslah didasarkan pada perjanpian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak vang bersengkera.

Menurut pasal 1 angka | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arhitrase dan Alternatif Penvelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase yaitu:

“Arbitrase adalah cara penyelesatan suatu sengketa perdata diluar peradilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa™

" Hendarmin Djarak, Budi M Rizki, Lili Irahali, 2001, Prospek dan Peloksanaar drbitrase of
Indonesia Mengenang Alm, Profl Dv, Komar Karraammadia. SH. LLAM, PT, Cime Aditya Baki,
Randung, hal. 24-235.

' Ridwan Khuirundi ¢t al, op i, hal, 287,



BAR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Peradilan Arbitrase dar Peradilan Umoam

Hukum Dagang sebagai bagian darl Hukum Perdata, memberikan diea macam
cara dan kemungkiman untuk menyelesaikan sengketa yang terbit antara dua pihak
van berselisib; pertama ialah penyelesaian sengketa lewat pengadilan. dan kedua ialah
penyelesaian senghketa lewar arbitrase. Kedua macam penyelesaian in memiliki sifat

dan keunikannva masing-masing.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitmse adalah exira
Judicial atau peradilan semu fguasi judiciall, sedangkan pengadilan negeri (srate
court) berperan sebapai pelaksana kekussamm Kehakiman Gudicial powers. Oleh
karena i, meskipun undang-undang memberi wewenang kepada arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa, hal itu tidak mengubah status extra fudicial yang melekat
pada arbitrase. Akan letapl, tata cara pemerikssan sengketa pada arbitrase memiliki

kemiripan dengan tata cara di pengadilan.

Adapun faktor vang membeadakan sdalah, pengadilan mengedepankan metode
pertentangan fedversarial), sehingpa para pithak vang bertikai bertarung satu sama
lain dengan hasil akhir vang kuat vang akan menang, Sedangkan arbitrase lebih
mengutamakan itikad batk, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase
para pibak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pibak
ketiga yvang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Oleh karena itu, untuk
mengantisipast kurang sempurmanya pengadilan dalam menjalankan  tugasnya,
seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum,
mampu membuka diri unmk  mengakiualisasikan sisternnya dan meningkatkan



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembabasan dapat disimpulkan bahwa penvelesaian sengheta
melalui arbitrase memang sedikit lehih menguntungkan bagi kalanpan bisnis
dibandingkan dengan penyelesaian senghketa i pengadilan seperti lingkat
kerahasian sengketa, waktu penvelesaian sengketa lebih singkat, biaya lehih
murah  {walsy  kadang-kala  dapat Jebib mahal), tidak adanve unsur
pertentangan sehingga hubungan para pikak masih letap terjaga,

Kewenangan Arbitrase dalam menyelesaian sengketa telah diatur dalam
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yaitn bahwa para pihak sepakat dalam
menyelesaikan sengketa bisnis mereka melalui arbitrase, kesepakatan inj
dapat muncul di kiausuls perjanjian pokok maupun dalam suaty pejanjian
arbitrase tersendici, Hal inilgh vang menjadi kompetensi absolut arbitrase
dalam  menyclesaikan  sengketa. Kompetensi  absolut  ing dapai
mengenyampingkan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa,

Walaupun lembags arbitrase berwenang dalam penyelesaign sengketa bisms,
namun lembaga ini masih tetap bergantung kepada pengadilan, hal ini dapa
dilihat dari pengangkatan arbiter, pengajuan bak ingkar, pelaksanaan putusan
dan pembatalan putusan arbitrase, Oleh karena it dapat dikatakan bahwa

arbitrase  belum  mampu  sesungpubnyva  berdird sendid, karena  masih
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